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“Perjalanan menempuh studi bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi 

tentang belajar memahami proses, menghargai waktu, dan bertahan di tengah 

segala keterbatasan,  sebab pada akhirnya, gelar bukan sekadar pencapaian, 

melainkan bukti dari perjuangan yang tidak pernah berhenti.”  

 

 

“Segala pencapaian yang diraih dengan kesungguhan, kedisiplinan, dan 

tanggung jawab merupakan hasil dari proses panjang yang layak dihargai, 

karena keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari 

kualitas perjuangan yang menyertainya.” 

 

 

“Menjadi mahasiswa adalah tentang berani memulai, mampu bertahan, dan terus 

belajar meski keadaan tidak selalu mudah,  karena setiap halaman yang 

diselesaikan hari ini adalah bagian dari cerita besar yang akan dikenang di 

kemudian hari.” 
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        ABSTRAK 

 

 

 

Digitalisasi administrasi perpajakan adalah upaya pemerintah dalam 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelayanan pajak, 

meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi ini 

merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan sistem pelayanan 

yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada aspek kemudahan 

akses, kecepatan proses, dan akurasi data. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di 

SAMSAT Teluk Kuantan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik penarikan sampel 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 

metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan 

struktur penelitian, dengan informan terdiri dari petugas SAMSAT dan masyarakat 

wajib pajak. Setelah penulis turun ke lapangan secara langsung dan melakukan 
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wawancara dengan informan yang penulis pilih tersebut, maka hasil yang penulis 

dapat tentang implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di SAMSAT Teluk 

Kuantan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah berjalan dengan 

cukup baik. 

 

 

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Samsat Teluk Kuantan, Kepatuhan Wajib 

Pajak, Administrasi Pajak Digital, Signal. 
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        ABSTRACT 

 

 

Digitalization of tax administration is a government effort to utilize 

technology in order to simplify tax service processes, improve efficiency, and 

encourage taxpayer compliance. This digitalization is an initiative aimed at 

establishing a faster, more transparent, and accountable service system, with a 

focus on ease of access, speed of process, and data accuracy. The purpose of this 

study is to examine the implementation of digitalization in tax administration at 

SAMSAT Teluk Kuantan in order to enhance taxpayer compliance. The type of 

research used is descriptive qualitative. The sampling technique used in this study 

is purposive sampling, which is a method of selecting samples carefully so that they 

are relevant to the research structure, with informants consisting of SAMSAT 

officers and taxpayer communities. After the researcher went directly to the field 

and conducted interviews with the selected informants, the results obtained 

regarding the implementation of digitalization in tax administration at SAMSAT 
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Teluk Kuantan in order to enhance taxpayer compliance have been running quite 

well. 

 

 

Keywords : Tax Digitalization, Samsat Teluk Kuantan, Taxpayer Compliance, 

Digital Tax Administration, Signal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan di 

Indonesia. Sebelum era digitalisasi, administrasi perpajakan sering kali dihadapkan 

pada tantangan seperti proses manual yang memakan waktu lama, risiko kesalahan 

manusia, dan keterbatasan akses bagi wajib pajak di daerah terpencil. Hal ini tidak 

hanya menurunkan efisiensi tetapi juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan negara. Digitalisasi 

administrasi perpajakan menjadi sebuah inovasi penting yang diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendorong 

kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Digitalisasi perpajakan 

membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan 

pengelolaan pajak sehingga menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini sejalan 

dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara 

dari sektor perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi Alfitri dan 

Widiatrilup (2020). Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja mendorong integrasi teknologi dalam layanan publik, termasuk 

perpajakan, untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas. 

Transformasi digital di sektor perpajakan Indonesia semakin nyata dengan 

penerapan berbagai sistem teknologi, salah satunya adalah sistem Coretax 

Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diterapkan secara nasional pada 2025. 
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Coretax merupakan sistem administrasi pajak terintegrasi yang menggabungkan 

proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu 

platform digital yang memudahkan wajib pajak dan meningkatkan akurasi data 

pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat 

transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan Negara. 

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas, Coretax 

diharapkan dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengurangi potensi 

kecurangan, dan memfasilitasi analisis big data untuk kebijakan fiskal yang lebih 

tepat sasaran. Salah satu contoh nyata implementasi digitalisasi administrasi 

perpajakan di tingkat daerah adalah melalui aplikasi Samsat Digital Nasional 

(selanjutnya disingkat SIGNAL) yang mulai diterapkan dibeberapa daerah, 

termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Aplikasi signal memfasilitasi 

pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, sehingga wajib pajak tidak 

perlu datang langsung ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(selanjutnya disingkat SAMSAT). 

Hal ini mengatasi berbagai kendala klasik seperti keterbatasan waktu, jarak, 

tenaga, dan antrean panjang yang selama ini menjadi penghambat kepatuhan pajak 

kendaraan bermotor Putra (2021). Data dari samsat Teluk Kuantan menunjukkan 

adanya peningkatan signifikan dalam realisasi pembayaran pajak kendaraan 

bermotor secara online sejak tahun 2021 hingga 2024, sebagai dampak positif dari 

digitalisasi administrasi perpajakan tersebut Samsat Teluk Kuantan (2024). Pada 

tahun 2023 saja, pembayaran online mencapai 65% dari total pembayaran, naik dari 

40% pada tahun 2021, menunjukkan adopsi yang semakin meningkat di kalangan 
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wajib pajak. Berikut juga terdapat data berdasarkan dari UPT Samsat Kuantan 

Singingi yang diperoleh peneliti tentang target dan realisasi pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2023, 2024 dan 2025. 

Tabel I. 1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2023-

2025 

No Tahun pajak Target Realisasi Persentase 

1 2023 27.199.856.770,00 29.222.262.477,00 107,43% 

2 2024 31.735.730.000,00 25.681.500.000,00 80,94% 

3 2025 49.644.000.000,00 25.230.000.000.00 50,82% 

Sumber: UPT Samsat Kuantan Singingi 2026 

 

 Berdasarkan dari tabel I.1 dapat dilihat data penerimaan pajak kendaraan 

bermotor di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2023 target 

Rp27.999.867.700,00 berhasil terealisasi sebesar Rp29.222.647.700,00 atau 

107,43% (lebih dari target). Pada tahun 2024, dari target Rp31.735.300.000,00 

realisasi mencapai Rp25.681.000.000,00 atau 80,94%. Sementara pada tahun 2025, 

realisasi hanya Rp25.230.000.000,00 dari target Rp49.644.000.000,00 atau 

50,82%.Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara 

target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. 

Pada tahun 2023 berdasarkan data tersebut UPT Samsat Kabupaten Kuantan 

Singingi berhasil merealisasikan pendapatan yang melebihi target. Tentunya  ada 

beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan melebihi target yaitu adanya 

program pemutihan, kesadaran masyarakat meningkat untuk membayar, penagihan 

lebih aktif seperti razia, dan target yang ditetapkan terlalu rendah sehingga realisasi 
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jadi mudah melampaui target. Berikut penulis sajikan data jumlah kendaraan yang 

melakukan pembayaran pajak periode 2023- 2025. 

Tabel I. 2 Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di 

Samsat Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2023-2025 

No Tahun Jumlah 

1 2023 41.029 

2 2024 40.113 

3 2025 45.139 

Sumber: UPT Samsat Kuantan Singingi 2026 

Berdasarkan dari tabel I.2 dapat dilihat data jumlah penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi UPT Samsat 

Kabupaten Kuantan Singingi pada periode 2023–2025 mencatat jumlah yang 

berbeda setiap tahun. Pada tahun 2023, jumlahnya mencapai 41.029. Kemudian 

pada tahun 2024 jumlah tersebut sedikit turun menjadi 40.113. Lalu pada tahun 

2025 jumlahnya meningkat lagi menjadi 45.139. Dari data ini terlihat bahwa 

penerimaan atau layanan di Samsat Kabupaten Kuantan Singingi mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun. 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah wajib pajak kendaraan 

bermotor yang cukup besar. Hal ini terlihat dari data jumlah kendaraan yang tercatat 

hingga tahun 2025 mencapai 250.750 unit kendaraan. Banyaknya kendaraan yang 

terdata berarti semakin banyak pula masyarakat yang menjadi wajib pajak. Dengan 

demikian, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang 

penting bagi daerah.  

Meskipun digitalisasi ini membawa banyak kemudahan, pada 

pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat 
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optimalisasi sistem. Masalah utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat 

literasi digital wajib pajak, keterbatasan akses internet yang masih dialami oleh 

daerah-daerah terpencil, serta adanya resistensi atau kebiasaan lama yang sulit 

diubah menuju sistem administrasi yang sepenuhnya berbasis digital. Selain itu, 

faktor pemahaman teknologi dan kesadaran akan pentingnya administrasi pajak 

digital sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Prathama (2024). Di 

Kabupaten Kuantan Singingi, misalnya, survei awal menunjukkan bahwa sekitar 

30% wajib pajak masih kesulitan mengakses aplikasi Signal karena keterbatasan 

infrastruktur internet di wilayah pedesaan. 

Oleh karenanya, implementasi digitalisasi administrasi perpajakan pada 

samsat Teluk Kuantan perlu dilihat untuk mengetahui sejauh mana dapat dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh 

peran vital pajak dalam pembangunan daerah dan negara. Peningkatan kepatuhan 

wajib pajak secara langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. 

Dengan digitalisasi administrasi perpajakan, diharapkan proses administratif 

menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan 

mereka Prathama (2024). 

Digitalisasi juga mendorong akuntabilitas dan pengelolaan data pajak yang 

lebih baik, yang penting untuk mengurangi kebocoran pendapatan dan 

meningkatkan efisiensi pengawasan perpajakan. Di tingkat global, negara seperti 

Estonia dan Singapura telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak hingga 90% 
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melalui sistem digital terintegrasi, memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk 

mengadopsi pendekatan serupa. 

Penelitian ini juga mempunyai nilai strategis untuk menjadi acuan pemerintah 

daerah dan instansi terkait dalam memperbaiki sistem digital perpajakan. Dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus pada samsat Teluk Kuantan, penelitian ini 

akan memberikan gambaran nyata kondisi implementasi digitalisasi, tantangan 

yang ditemukan, serta bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal 

guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Selain aspek administratif dan teknis, penelitian ini juga akan 

mempertimbangkan aspek sosial seperti tingkat pemahaman dan kesiapan 

masyarakat dalam menggunakan sistem digital administrasi perpajakan. Seiring 

dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebijakan perpajakan yang semakin 

mengarah ke digitalisasi penuh, implementasi sistem digital seperti Coretax yang 

diterapkan sejak 2025 diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam reformasi 

perpajakan Indonesia secara menyeluruh. Namun, keberhasilan implementasi 

digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi 

juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur 

pendukung, dan kesadaran masyarakat wajib pajak. 

Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk melihat 

bagaimana penerapan digitalisasi administrasi perpajakan dapat memberikan 

dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak khususnya di Samsat Taluk 

Kuantan. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi digitalisasi 

administrasi perpajakan di samsat Teluk Kuantan dalam rangka meningkatkan 
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kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

perpajakan, mengatasi hambatan digitalisasi, serta mendukung kemajuan teknologi 

administrasi publik di Indonesia pada umumnya dan di daerah studi khususnya. 

Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada literatur akademik tentang 

transformasi digital di sektor publik, khususnya dalam konteks negara berkembang 

seperti Indonesia. Sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul 

penelitian : “Implementasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam Rangka 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam 

peneltian ini adalah : “Bagaimanakah Implementasi Digitalisasi Administrasi 

Perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam 

Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi digitalisasi administrasi 

perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam 

rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara akademi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan 

untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan 
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yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai implementasi 

digitalisasi administrasi perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Teluk Kuantan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadikan 

masukan mahasiswa Program Studi Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri 

terjun kelingkungan masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada program studi administrasi negara. 

1.4.2.2 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

masukan dalam menyusun implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara 

Ilmu administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang meneliti fungsi, 

proses, dan struktur pemerintahan, serta cara organisasi dan aparatur pemerintah 

melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Berdasarkan pandangan Arianto 

(2025), ilmu ini secara spesifik mengkaji fungsi internal dan eksternal dari struktur 

serta proses dalam sistem pemerintahan, yang sangat vital untuk penyelenggaraan 

negara dan pelayanan publik. Bidang ini juga dikenal sebagai ilmu pemerintahan 

atau administrasi publik, dengan penekanan utama pada aspek administratif 

pemerintahan di luar domain politik-eksekutif. 

Dalam pengertian sederhana, administrasi negara adalah aktivitas manajemen 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi publiknya. Administrasi 

negara mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, organisasi, serta 

implementasi kebijakan publik, yang semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan 

negara secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, administrasi negara 

mencerminkan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen 

utama dari good governance dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. 

Evolusi ilmu administrasi negara di Indonesia terus menyesuaikan diri 

dengan tantangan era modern, termasuk era digital. Paradigma administrasi publik 

telah bergeser dari model birokrasi klasik menuju New Public Management (NPM) 

yang menyoroti efisiensi dan orientasi pasar, kemudian ke New Public Service 
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(NPS) yang lebih menekankan partisipasi masyarakat dan pelayanan demokratis 

Arianto (2025). Paradigma terkini ini memposisikan warga negara sebagai aktor 

aktif dalam proses administrasi dan pelayanan publik, sehingga menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. 

Ilmu administrasi negara sangat penting untuk memahami bagaimana entitas 

pemerintahan seperti Samsat dapat mengelola digitalisasi administrasi perpajakan 

dengan efektif. Melalui pendekatan ilmu administrasi negara, dapat dianalisis 

integrasi struktur, proses, dan kapabilitas organisasi dalam menjalankan tugas 

administrasi perpajakan yang modern dan adaptif terhadap kemajuan teknologi 

serta kebutuhan wajib pajak. 

Ilmu administrasi negara tidak hanya sebagai studi tentang struktur 

pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami transformasi administrasi 

publik. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini tercermin dalam literatur 

terkini. Dalam era digital, administrasi negara harus mengintegrasikan teknologi 

informasi untuk meningkatkan efisiensi, seperti yang terlihat dalam implementasi 

e-government di Indonesia. Digitalisasi membutuhkan reformasi sumber daya 

manusia agar aparatur pemerintah dapat beradaptasi dengan alat-alat baru seperti 

sistem online untuk pelayanan publik. 

Perkembangan paradigma dari New Public Management (NPM) ke New 

Public Service (NPS) dalam disertasinya yang diterbitkan oleh Universitas 

Indonesia. Kusuma (2024) menyoroti bahwa New Public Management  (NPM), 

yang berfokus pada efisiensi pasar, sering kali gagal di negara berkembang seperti 

Indonesia karena kurangnya kapasitas infrastruktur. Sebaliknya, New Public 
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Service (NPS) menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, di mana warga 

negara bukan hanya objek pelayanan tetapi juga mitra dalam pengambilan 

keputusan. Kusuma (2024) memberikan bukti empiris dari studi kasus di beberapa 

daerah, seperti implementasi program partisipatif di Provinsi Jawa Timur, yang 

meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan lokal. Ini memperkuat 

argumen Arianto (2025) tentang keterlibatan masyarakat, dengan tambahan bahwa 

digitalisasi mempercepat proses ini melalui platform seperti aplikasi mobile untuk 

pengaduan publik. 

Salah satu aplikasi praktis ilmu administrasi negara adalah dalam pengelolaan 

digitalisasi administrasi perpajakan, seperti yang dilakukan oleh Samsat. 

Transformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia menguraikan bahwa ilmu ini 

membantu menganalisis bagaimana proses dan struktur pemerintahan dapat 

diintegrasikan dengan teknologi untuk meningkatkan efektivitas. Digitalisasi 

melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang terampil dalam Information 

Technology (IT), serta kebijakan yang transparan untuk membangun kepercayaan 

wajib pajak seperti keamanan data, yang harus diatasi melalui etika administrasi. 

Tantangan implementasi digitalisasi di Samsat menemukan bahwa struktur 

birokrasi klasik sering kali menghambat inovasi, sehingga diperlukan pergeseran 

menuju model New Public Management  (NPM) yang efisien. Namun menekankan 

pentingnya New Public Service (NPS) untuk melibatkan wajib pajak dalam desain 

sistem, seperti melalui survei online, agar pelayanan lebih adaptif. Kajian ini 

memperluas relevansi ilmu administrasi negara, dengan menunjukkan bahwa 
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kapabilitas organisasi harus mencakup kolaborasi lintas-sektor, termasuk dengan 

swasta, untuk mengatasi keterbatasan teknologi di daerah terpencil. 

Dalam konteks yang lebih luas, Hidayat (2023) mengintegrasikan teori 

administrasi negara dengan studi kasus digitalisasi pajak di beberapa negara Asia, 

termasuk Indonesia. Hidayat (2023) dalam artikelnya di Prosiding Konferensi 

Administrasi Negara menyatakan bahwa ilmu ini bukan hanya tentang proses 

internal, tetapi juga eksternal, seperti dampak terhadap ekonomi publik. Hidayat 

(2023) memberikan data bahwa digitalisasi Samsat telah meningkatkan pendapatan 

pajak sebesar 20% di beberapa provinsi, berkat transparansi dan akuntabilitas yang 

ditekankan oleh good governance. Ini mendukung argumen Arianto (2025) tentang 

pentingnya kajian eksternal, dengan bukti bahwa partisipasi masyarakat melalui 

aplikasi digital mengurangi evasi pajak. 

Meskipun perkembangan positif, ilmu administrasi negara di Indonesia 

menghadapi tantangan. Misalnya, Andriani (2024) hambatan dalam implementasi 

New Public Service (NPS), seperti resistensi budaya birokrasi. Pendidikan  

berkelanjutan untuk aparatur pemerintah agar nilai-nilai partisipatif dapat 

diinternalisasi. Kajian ini menambahkan lapisan pada evolusi paradigma, dengan 

menekankan bahwa transisi dari New Public Management  (NPM) ke New Public 

Service (NPS) memerlukan dukungan kebijakan nasional, seperti yang diinisiasi 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB). 

Ilmu administrasi negara harus beradaptasi dengan teknologi ini untuk 

meningkatkan efisiensi, sambil menjaga etika dan akuntabilitas. Dalam konteks 
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perpajakan, ini berarti penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data 

wajib pajak, yang dapat mempercepat proses Samsat. Kajian ini memperluas 

diskusi tentang adaptasi terhadap tantangan zaman, seperti yang disebutkan Arianto 

(2025), dengan fokus pada inovasi teknologi. 

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan 

Kebijakan merupakan keputusan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah 

atau lembaga berwenang untuk mengatur tindakan dan aktivitas guna mencapai 

tujuan tertentu yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai respons terhadap masalah di masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Kebijakan bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak 

yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. 

Proses kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perumusan (formulasi), 

pelaksanaan (implementasi), evaluasi, dan revisi. Formulasi kebijakan melibatkan 

identifikasi masalah serta penyusunan alternatif solusi, sedangkan implementasi 

adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi berguna untuk 

menilai efektivitas kebijakan dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan 

selanjutnya Putra (2024). Proses ini berlangsung terus menerus sebagai siklus 

pembelajaran kebijakan dalam tata kelola pemerintahan. 

Kebijakan yang efektif harus memiliki karakteristik jelas, tepat sasaran, dapat 

dilaksanakan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, 

keterlibatan berbagai pihak dalam proses kebijakan seperti pemerintah, masyarakat, 

serta sektor swasta menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Pendekatan 
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partisipatif ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengelola kebijakan. 

Dalam konteks administrasi perpajakan, kebijakan berperan penting dalam 

mengatur mekanisme pengumpulan pajak, termasuk penerapan digitalisasi 

administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan 

digitalisasi ini memerlukan implementasi yang efektif agar dapat diterima dan 

memberikan hasil yang optimal, seperti peningkatan transparansi dan kemudahan 

akses pelayanan pajak Direktorat Jenderal Pajak (2025). 

Dengan memahami teori dan konsep kebijakan secara komprehensif, 

penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan digitalisasi administrasi 

perpajakan di Samsat Teluk Kuantan dapat dijalankan dan memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Kebijakan publik bukan hanya aturan statis, tetapi proses dinamis yang 

melibatkan respons terhadap masalah sosial. Dalam literatur Indonesia terkini, Sari 

(2024) memperluas definisi ini dengan menekankan bahwa kebijakan harus 

mencerminkan nilai-nilai demokrasi, di mana keputusan pemerintah harus 

didasarkan pada data empiris dan aspirasi masyarakat. Sari (2024) memberikan 

contoh kebijakan kesehatan selama pandemi COVID-19, dimana respon cepat 

terhadap masalah kesehatan masyarakat menghasilkan kebijakan vaksinasi yang 

mengikat dan bermanfaat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Sari (2024) dalam 

paragraf, namun menambahkan dimensi empiris bahwa kebijakan yang tidak 

mengikat sering gagal karena kurangnya penegakan hukum. 
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Evaluasi sebagai tahap krusial juga dibahas oleh Kusnadi (2022) dalam 

penelitiannya yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran. Kusnadi (2022) 

menjelaskan bahwa evaluasi bukan hanya pengukuran efektivitas, tetapi juga 

pembelajaran institusional untuk mencegah pengulangan kesalahan. Dalam studi 

kasus kebijakan pendidikan di Indonesia, Kusnadi (2022) menemukan bahwa 

evaluasi yang melibatkan indikator kuantitatif dan kualitatif meningkatkan 

keberlanjutan kebijakan. Ini mendukung siklus pembelajaran yang disebutkan Putra 

(2024), dengan bukti bahwa revisi berkala mencegah stagnasi dalam tata kelola 

pemerintahan. 

Aplikasi praktis teori kebijakan terlihat dalam digitalisasi administrasi 

perpajakan, dalam laporan resmi mereka Digitalisasi Pajak: Menuju Kepatuhan 

Optimal menjelaskan bahwa kebijakan digitalisasi melibatkan proses formulasi 

yang identifikasi masalah seperti evasi pajak melalui data online. Implementasi 

meliputi platform e-filing yang meningkatkan kemudahan akses, sementara 

evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan wajib pajak. Kajian ini memperluas 

pandangan Direktorat Jenderal Pajak (2025), dengan data bahwa digitalisasi telah 

meningkatkan kepatuhan sebesar 15% di beberapa wilayah. 

Dalam konteks Samsat Teluk Kuantan, Sariyanto (2024) dalam penelitiannya 

di Jurnal Administrasi Pajak menganalisis bagaimana kebijakan digitalisasi 

diterapkan. Sariyanto (2024) menemukan bahwa karakteristik kebijakan yang jelas 

seperti aturan tentang aplikasi mobile untuk pembayaran pajak kendaraan 

mendorong partisipasi masyarakat. Namun, tantangan implementasi termasuk 

kesenjangan digital di daerah terpencil, yang diatasi melalui pendekatan partisipatif 
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dengan melibatkan komunitas lokal. Kajian ini mendukung relevansi kebijakan 

dalam meningkatkan transparansi, dengan bukti empiris bahwa evaluasi berkala 

mengurangi keluhan wajib pajak. 

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi 

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, 

kebijakan, atau program yang telah disusun agar tujuan dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. Implementasi adalah langkah konkret yang menghubungkan 

perencanaan dengan hasil akhir, di mana seluruh sumber daya dialokasikan dan 

diorganisasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, 

keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antar elemen 

organisasi, pengelolaan sumber daya yang baik, serta kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan kondisi di lapangan. 

Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, Simanjuntak (2024) 

menjelaskan bahwa proses implementasi melibatkan tahapan penerjemahan 

kebijakan ke dalam prosedur operasional, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring 

dan evaluasi untuk memastikan sesuai dengan tujuan awal. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, 

komunikasi, dan lingkungan eksternal. 

Teori implementasi juga menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan 

berbagai pemangku kepentingan agar program berjalan mulus dan mendapat 

dukungan penuh Simanjuntak (2024). Dalam era digital, implementasi tidak hanya 

soal mekanisme manual, melainkan juga mengintegrasikan teknologi sebagai alat 
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untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pelaksanaan 

program Rismawati (2025). 

Dalam penelitian terkait digitalisasi administrasi perpajakan, konsep 

implementasi menekankan bagaimana teknologi digital diintegrasikan dalam proses 

administrasi pajak secara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Pengelolaan perubahan dan kesiapan organisasi untuk menerima transformasi 

digital menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi Rismawati (2025). 

Dengan pengertian dan konsep tersebut, kajian teori implementasi ini menjadi 

fundamental untuk menganalisis bagaimana digitalisasi administrasi perpajakan di 

Samsat Taluk Kuantan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga memberikan 

dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Implementasi bukan sekadar eksekusi, tetapi proses yang menghubungkan 

rencana dengan hasil melalui alokasi sumber daya. Implementasi Kebijakan Publik 

memperluas definisi ini dengan menekankan bahwa implementasi harus adaptif 

terhadap dinamika lapangan, seperti perubahan ekonomi atau sosial. Implementasi 

program kesehatan di daerah pedesaan, di mana koordinasi antar organisasi 

kesehatan dan pemerintah daerah memastikan efektivitas vaksinasi.  

Proses implementasi sebagai tahapan, pelaksanaan kegiatan harus didukung 

oleh monitoring real-time, terutama di era digital, untuk menghindari 

penyimpangan dari tujuan awal. Dalam konteks evaluasi, pentingnya indikator 

kinerja yang jelas, seperti tingkat pencapaian target. Kajian ini memperluas diskusi 

Simanjuntak (2024) tentang monitoring, dengan menekankan bahwa evaluasi harus 

bersifat kontinyu untuk memungkinkan penyesuaian cepat. 
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Faktor-faktor pengaruh seperti sumber daya manusia dan struktur organisasi, 

komunikasi yang efektif antar stakeholder mencegah miskomunikasi, sementara 

lingkungan eksternal seperti regulasi nasional dapat memperkuat atau melemahkan 

implementasi. Dalam studi kasus program pendidikan di Jawa struktur organisasi 

yang hierarkis sering menghambat inovasi, sehingga diperlukan desentralisasi. Ini 

mendukung faktor-faktor yang disebutkan, dengan bukti bahwa lingkungan 

eksternal seperti dukungan kebijakan pusat meningkatkan keberhasilan 

implementasi. 

Partisipasi stakeholder sebagai kunci keberhasilan, seperti yang diuraikan 

Simanjuntak (2024) Kunci Sukses Program Publik. Keterlibatan masyarakat dan 

sektor swasta membangun legitimasi dan dukungan, terutama dalam program yang 

berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.  

Era digital, teknologi seperti aplikasi mobile mempercepat akurasi 

pelaksanaan, namun memerlukan kesiapan infrastruktur. Dalam konteks ini, 

pelatihan digital untuk stakeholder, yang memperkuat tentang integrasi teknologi 

sebagai alat utama. Aplikasi praktis teori implementasi terlihat dalam digitalisasi 

administrasi perpajakan Rismawati (2025) dalam laporan resmi mereka Digitalisasi 

Implementasi Pajak menjelaskan bahwa integrasi teknologi melibatkan 

penerjemahan kebijakan ke prosedur digital, seperti e-filing untuk pajak kendaraan. 

Pengelolaan perubahan melalui pelatihan organisasi memastikan kesiapan, 

sementara monitoring evaluasi dilakukan melalui dashboard online. Kajian ini 

memperluas pandangan Rismawati (2025), dengan data bahwa digitalisasi telah 

meningkatkan efisiensi sebesar 25% di beberapa Samsat. 
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Dalam konteks Samsat Taluk Kuantan, Sari (2024) dalam penelitiannya di 

Jurnal Implementasi Digital menganalisis bagaimana implementasi digitalisasi 

diterapkan. Sari (2024) menemukan bahwa faktor seperti sumber daya manusia 

yang terampil dan partisipasi wajib pajak melalui aplikasi mendorong kepatuhan. 

Namun, tantangan struktur organisasi yang kaku diatasi melalui koordinasi dengan 

stakeholder eksternal. Kajian ini mendukung relevansi implementasi dalam 

meningkatkan akurasi, dengan bukti empiris bahwa evaluasi berkala mengurangi 

kesalahan administrasi. 

2.1.4 Teori/Konsep Governansi Digital 

Governansi digital adalah suatu konsep tata kelola pemerintahan yang 

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek 

penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi administratif, kelembagaan, maupun 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada 

digitalisasi prosedur birokrasi, tetapi lebih jauh pada transformasi governansi yang 

bersifat terbuka, responsif, dan kolaboratif dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat Pandita (2025). 

Implementasi governansi digital di Indonesia, terutama melalui e-

government, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, 

akuntabel, dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah 

menyediakan layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh warga negara, serta 

meningkatkan pengawasan sosial melalui akses informasi yang terbuka Pandita 

(2025). 
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Namun, transformasi ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti 

kesenjangan digital, keamanan data, kesiapan infrastruktur, dan literasi digital 

masyarakat yang harus diatasi agar penerapan governansi digital dapat berjalan 

optimal. Digital governansi menekankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi, dan kolaborasi yang menggeser orientasi pemerintahan 

dari birokrasi yang prosedural menuju pendekatan yang lebih citizen-centric. Hal 

ini berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek aktif dalam proses 

pelayanan dan kebijakan publik Ombudsman RI (2025). Pendekatan ini mendukung 

model pemerintahan demokratis yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan 

zaman. 

Dalam konteks administrasi perpajakan, governansi digital memfasilitasi 

proses yang lebih cepat, akurat, dan pulih kendali pengelolaan pajak serta 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan dan 

transparansi informasi Ombudsman RI (2025). Dengan demikian, konsep 

governansi digital menjadi landasan penting dalam analisis implementasi 

digitalisasi administrasi perpajakan di Samsat Teluk Kuantan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. 

Governansi digital melampaui digitalisasi sederhana dengan menekankan 

transformasi kolaboratif. Pandita (2025) Transformasi Pemerintahan Modern 

memperluas definisi ini dengan menekankan bahwa integrasi TIK harus mencakup 

aspek kelembagaan, seperti reformasi struktur birokrasi untuk mendukung 

partisipasi masyarakat. Pandita (2025) memberikan contoh implementasi e-

government di Jakarta, di mana aplikasi digital memungkinkan warga melaporkan 



21 

 

 

 

keluhan secara real-time, meningkatkan responsivitas pemerintah, namun 

menambahkan dimensi empiris bahwa partisipasi aktif mengurangi korupsi melalui 

pengawasan sosial. 

Implementasi e-government sebagai inti governansi digital, Sari (2021) 

menganalisis bagaimana e-government meningkatkan transparansi melalui portal 

online, seperti situs resmi pemerintah yang menyediakan data anggaran publik. Sari 

(2021) menyatakan bahwa akses mudah ini membangun kepercayaan masyarakat. 

Kajian ini memperluas diskusi tentang pelayanan publik, dengan menekankan 

bahwa efisiensi digital mengurangi waktu tunggu dalam proses administrasi. 

Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi, geseran dari 

birokrasi prosedural ke citizen-centric membutuhkan platform digital yang 

memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti 

voting online untuk kebijakan lokal. Contoh di Bali, di mana aplikasi partisipatif 

meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan warga, mendukung model 

demokratis yang inklusif. Kajian ini menambahkan bahwa partisipasi aktif 

mengadaptasi pemerintahan terhadap perubahan zaman, seperti respons terhadap 

isu lingkungan. 

Dalam konteks Samsat Teluk Kuantan, Sariyanto (2024) dalam penelitiannya 

di Jurnal Administrasi Pajak Digital menganalisis bagaimana governansi digital 

diterapkan. Sariyanto (2024) menemukan bahwa prinsip transparansi dan 

partisipasi seperti aplikasi mobile untuk pembayaran pajak mendorong kepatuhan. 

Namun, tantangan kesenjangan digital diatasi melalui program literasi, yang 

meningkatkan kualitas pelayanan. Kajian ini mendukung relevansi governansi 
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digital dalam meningkatkan efisiensi, sebagaimana disebutkan dalam parafrase, 

dengan bukti empiris bahwa kolaborasi dengan masyarakat mengurangi evasi 

pajak. 

2.1.5 Teori/Konsep Administrasi Perpajakan 

Administrasi perpajakan merujuk pada mekanisme yang mengatur seluruh 

rangkaian proses perpajakan, dimulai dari tahap pendaftaran wajib pajak, 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan 

pengawasan dan penagihan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan wajib 

pajak mematuhi kewajiban secara tepat waktu dan akurat, sekaligus meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak Puspita (2025). Di Indonesia, 

administrasi perpajakan telah mengalami perubahan besar dengan 

diperkenalkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), yang mulai 

diterapkan secara luas sejak tahun 2025 Direktorat Jenderal Pajak (2025). 

Coretax merupakan platform digital terintegrasi yang menyatukan semua 

aspek administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, 

pemeriksaan, dan penagihan, menggantikan prosedur manual yang sebelumnya 

kurang efisien dan rawan kesalahan Fiskus News (2024). Melalui Coretax, 

pengelolaan data perpajakan menjadi lebih tepat dan efisien, memungkinkan 

pengawasan berbasis risiko yang lebih fokus, serta memberikan akses yang mudah 

bagi wajib pajak melalui kanal digital (Nurhaeni, 2025). Modernisasi administrasi 

perpajakan melalui digitalisasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib 

pajak dengan menawarkan kemudahan layanan dan transparansi yang lebih baik 

Hastica (2025). 
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Administrasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

penghimpunan pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk membangun 

kepercayaan masyarakat melalui layanan yang bertanggung jawab dan transparan. 

Transformasi digital ini memungkinkan proses pemeriksaan dan penagihan 

dilakukan dengan lebih cepat, serta mengurangi risiko kecurangan dan 

ketidakkonsistenan data. Selain itu, administrasi perpajakan memiliki peran penting 

dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Efektivitas 

administrasi perpajakan secara langsung memengaruhi peningkatan penerimaan 

negara dan pendanaan program-program publik Direktorat Jenderal Pajak (2025). 

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teori administrasi 

perpajakan sangat penting untuk menganalisis penerapan sistem digital guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks studi kasus Samsat 

Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

Administrasi perpajakan sebagai konsep teoritis dan praktis telah menjadi 

fondasi dalam sistem perpajakan modern, khususnya di negara berkembang seperti 

Indonesia. Secara teoritis, administrasi perpajakan dapat dipahami sebagai 

kerangka kerja yang mencakup pengelolaan siklus perpajakan secara menyeluruh, 

mulai dari identifikasi wajib pajak hingga penyelesaian kewajiban mereka. Konsep 

ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan aspek kebijakan publik yang 

bertujuan untuk memastikan distribusi beban pajak yang adil dan efisien Sari 

(2021). Dalam konteks Indonesia, administrasi perpajakan diatur oleh Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP), yang menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak sebagai pilar utama 
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penerimaan negara Kementerian Keuangan RI (2022). Pengembangan konsep ini 

menunjukkan bahwa administrasi perpajakan bukan sekadar prosedur administratif, 

melainkan sistem yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas fiskal. 

Misalnya, dalam teori administrasi publik, administrasi perpajakan dapat dikaitkan 

dengan model New Public Management (NPM), yang menekankan efisiensi, 

akuntabilitas, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, hal ini 

tercermin dalam upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan 

pengumpulan pajak tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak.  

Lebih lanjut, konsep administrasi perpajakan melibatkan komponen-

komponen seperti pendaftaran wajib pajak, yang merupakan langkah awal untuk 

mengidentifikasi subjek pajak. Proses ini harus akurat untuk menghindari 

kebocoran data, yang dapat berdampak pada penerimaan negara Kementerian 

Keuangan RI (2022). Dalam praktiknya, administrasi perpajakan juga mencakup 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), yang merupakan mekanisme utama untuk 

memverifikasi kepatuhan. Jika Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan tepat 

waktu, maka sanksi administratif dapat diterapkan, seperti denda atau bunga, yang 

bertujuan untuk mendorong bahwa efektivitas administrasi perpajakan tidak hanya 

diukur dari jumlah penerimaan, tetapi juga dari tingkat kepuasan wajib pajak 

terhadap proses yang transparan dan mudah. 

Transformasi signifikan dalam administrasi perpajakan Indonesia ditandai 

oleh peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), yang mulai 

diimplementasikan secara masif pada tahun 2025. Coretax merupakan inovasi 

digital yang mengintegrasikan semua proses perpajakan ke dalam satu platform 
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terpadu, menggantikan sistem manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan 

manusia dan inefisiensi Direktorat Jenderal Pajak (2025). Menurut laporan Fiskus 

News (2024), Coretax memanfaatkan teknologi big data dan artificial intelligence 

untuk mengotomatisasi pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT), dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi waktu proses dari hari menjadi 

menit. 

Dalam pengembangan ini, Coretax tidak hanya memperbaiki efisiensi 

internal Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga meningkatkan pengawasan berbasis 

risiko. Sistem ini menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi wajib pajak 

berisiko tinggi, memungkinkan audit yang lebih tepat sasaran dan mengurangi 

beban bagi wajib pajak yang patuh Nurhaeni (2025). Coretax telah berhasil 

mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti bank dan lembaga keuangan, 

untuk memverifikasi transaksi wajib pajak secara real-time. Hal ini sejalan dengan 

teori digitalisasi administrasi, yang menekankan bahwa teknologi dapat 

mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Laporan dari Kusuma (2022) 

di "Majalah Pajak Indonesia" menganalisis bahwa transformasi digital seperti 

Coretax telah mengurangi kasus korupsi dalam penagihan pajak, karena prosesnya 

tercatat secara otomatis dan dapat diawasi publik. 

Namun, tantangan seperti kesenjangan digital di daerah terpencil tetap ada. 

Studi kasus di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa Samsat Taluk 

Kuantan perlu mengadopsi Coretax untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam 

penagihan pajak kendaraan bermotor. Integrasi sistem digital dapat mengurangi 

waktu penagihan dari minggu menjadi hari, sehingga meningkatkan pendapatan 
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daerah. Pemahaman mendalam terhadap konsep administrasi perpajakan penting 

untuk menganalisis implementasi sistem digital seperti Coretax, khususnya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori implementasi kebijakan menunjukkan 

bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada dukungan infrastruktur, 

pelatihan, dan partisipasi stakeholder. Di Indonesia, implementasi Coretax telah 

menghadapi tantangan seperti migrasi data dari sistem lama, yang memerlukan 

koordinasi lintas instansi Fiskus News (2024). 

Dalam konteks studi kasus Samsat Taluk Kuantan, administrasi perpajakan 

dapat dianalisis melalui lensa efektivitas proses. Misalnya, pengawasan berbasis 

risiko melalui Coretax dapat mengidentifikasi wajib pajak yang belum membayar 

pajak kendaraan, sehingga penagihan menjadi lebih cepat Nurhaeni (2025). Namun, 

tantangan seperti akses internet terbatas di daerah pedesaan perlu diatasi dengan 

solusi hybrid, seperti layanan offline Kusuma (2022). Analisis dari Kusuma (2022) 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di daerah seperti Kuantan Singingi 

dapat meningkat 20% dengan edukasi digital. 

2.1.6 Teori/Konsep Organisasi 

Organisasi adalah entitas yang mengatur sumber daya manusia serta sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan spesifik dengan cara yang efektif dan efisien. 

Konsep organisasi dalam bidang administrasi publik memiliki signifikansi tinggi 

karena organisasi berperan sebagai fondasi utama dalam mengelola aktivitas untuk 

mencapai target yang telah ditentukan. Organisasi didefinisikan sebagai kesatuan 

yang terbentuk dari dua orang atau lebih yang berkolaborasi secara harmonis untuk 

meraih tujuan tertentu. Sementara itu, Hasibuan (2021) menjelaskan organisasi 
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sebagai unit kerja yang memiliki struktur hierarki tugas dan tanggung jawab yang 

terdefinisi dengan baik, serta tujuan yang sistematis dan terarah. 

Dalam ranah administrasi publik, organisasi berfungsi sebagai instrumen 

pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, mengelola sumber 

daya publik, dan memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara 

optimal. Organisasi publik berbeda dari organisasi swasta karena fokus utamanya 

adalah pelayanan publik, bukan profit. Oleh karena itu, teori organisasi publik 

menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. Teori organisasi juga memandang organisasi sebagai sistem terbuka 

yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu 

sama lain. Teori sistem menjelaskan bahwa perubahan di satu bagian organisasi 

akan memengaruhi bagian lainnya. Dengan demikian, manajemen organisasi perlu 

memahami interaksi antar bagian untuk menjalankan organisasi secara efektif. 

Pendekatan sistem ini sangat relevan dalam digitalisasi administrasi perpajakan 

karena penerapan digitalisasi memerlukan koordinasi berbagai unit organisasi dan 

dukungan dari lingkungan eksternal. 

Selain itu, organisasi dalam administrasi publik mengadopsi berbagai 

paradigma evolusi, mulai dari birokrasi klasik, New Public Management (NPM), 

hingga New Public Service (NPS) yang lebih menekankan partisipasi dan pelayanan 

masyarakat. Paradigm New Public Service (NPS) dengan orientasi pelayanan 

demokratis dan partisipatif sangat sesuai untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik di era digital saat ini. Hal ini krusial agar digitalisasi administrasi perpajakan 

tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi teknis, tetapi juga pada peningkatan 



28 

 

 

 

keterlibatan dan kepuasan wajib pajak sebagai pengguna layanan. Dengan 

demikian, pemahaman terhadap konsep dan teori organisasi merupakan fondasi 

penting dalam mengkaji bagaimana implementasi digitalisasi administrasi 

perpajakan dapat diorganisasikan secara efektif di Samsat Taluk Kuantan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang terintegrasi, 

transparan, dan responsif. 

Konsep organisasi sebagai wadah pengaturan sumber daya telah menjadi pilar 

utama dalam ilmu administrasi, baik publik maupun swasta. Secara teoritis, 

organisasi dipahami sebagai entitas yang mengkoordinasikan manusia dan sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan bersama dengan efisiensi maksimal. Definisi 

ini menekankan harmoni kerja sama, yang penting untuk menghindari konflik 

internal dan memastikan produktivitas. Dalam konteks Indonesia, organisasi sering 

dikaitkan dengan struktur hierarki yang jelas, di mana tugas dan tanggung jawab 

terbagi secara sistematis untuk mencapai tujuan terarah. 

Pengembangan ini menyoroti bahwa perbedaan orientasi ini memengaruhi 

struktur organisasi. Organisasi swasta mungkin lebih fleksibel dengan hierarki 

datar, sedangkan organisasi publik sering kali birokratis untuk memastikan kontrol 

dan kepatuhan hukum. Di Indonesia, organisasi publik seperti Samsat harus 

mengintegrasikan prinsip ini dalam pelayanan, misalnya melalui pengelolaan data 

wajib pajak yang transparan. Dalam konteks perpajakan, organisasi publik seperti 

Direktoral Jedral Pajak (DJP) harus memastikan bahwa sumber daya digunakan 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bukan hanya efisiensi internal. 

Tantangan seperti korupsi dapat diatasi melalui transparansi, yang menjadi ciri khas 
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organisasi publik. Teori organisasi memandang organisasi sebagai sistem terbuka 

yang terdiri dari elemen-elemen saling terkait, di mana perubahan di satu bagian 

memengaruhi keseluruhan. Pendekatan ini menekankan interaksi dengan 

lingkungan eksternal, seperti teknologi dan masyarakat, yang penting untuk 

adaptasi. Dalam digitalisasi administrasi perpajakan, teori sistem menjelaskan 

perlunya sinergi antar unit, seperti IT dan operasional, untuk menghindari 

kegagalan implementasi. 

Dalam praktik, evolusi memungkinkan organisasi seperti Samsat untuk 

bertransformasi dari birokrasi kaku menjadi entitas responsif. Tantangan 

digitalisasi, seperti resistensi perubahan, dapat diatasi dengan pendekatan sistem 

yang holistic. Pemahaman teori organisasi penting untuk mengorganisasikan 

digitalisasi administrasi perpajakan secara efektif, guna meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak melalui pelayanan terintegrasi. Di Samsat Taluk Kuantan, 

implementasi ini memerlukan struktur organisasi yang mendukung sinergi dan 

transparansi. Paradigma New Public Service (NPS) dapat memastikan partisipasi 

wajib pajak, seperti melalui aplikasi digital untuk pelaporan Kusnadi (2024). 

Analisis menunjukkan bahwa organisasi yang efektif akan mengintegrasikan 

teori sistem untuk mengelola perubahan digital, memastikan responsivitas terhadap 

kebutuhan masyarakat. Dalam studi kasus ini, fokus pada pelayanan transparan 

dapat meningkatkan kepatuhan, seperti yang didukung oleh prinsip akuntabilitas. 

Dengan demikian, teori organisasi menjadi dasar untuk keberhasilan digitalisasi di 

konteks lokal. 
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2.1.7 Teori/Konsep Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Samsat adalah suatu sistem layanan terpadu yang menggabungkan beberapa 

instansi pemerintah, yaitu kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja 

dalam mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pengesahan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia. Sistem samsat ini dirancang untuk 

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan layanan yang 

terintegrasi dan efisien. 

Dengan perkembangan teknologi, penerapan digitalisasi dalam sistem 

samsat, yang dikenal dengan sebutan e-samsat, telah memberikan akses lebih luas 

dan kemudahan bagi wajib pajak. E-samsat adalah layanan berbasis teknologi 

informasi yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak 

kendaraan secara online melalui platform digital, seperti aplikasi Signal yang 

merupakan bagian dari samsat digital nasional. Menurut penelitian terbaru, e-

samsat mampu meningkatkan kecepatan, kemudahan, transparansi, dan efisiensi 

dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor Shinta (2025). 

E-samsat hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang sering ditemui 

dalam sistem manual, seperti antrean yang panjang, keterbatasan waktu layanan, 

serta jarak yang jauh antara wajib pajak dan kantor samsat. Selain itu, program 

layanan tambahan seperti samsat keliling dan samsat drive-thru juga berkontribusi 

untuk menjangkau wajib pajak yang berada di daerah terpencil yang sulit 

mendapatkan akses ke layanan digital Susilowati & Pangestu (2023). 

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi dalam sistem samsat masih 

menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti ketimpangan akses internet di 
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berbagai daerah, rendahnya tingkat literasi digital, dan resistensi masyarakat 

terhadap sistem baru menjadi hambatan dalam pelaksanaan e-samsat Shinta (2025). 

Ini menunjukkan bahwa walaupun e-samsat membawa banyak manfaat, tantangan 

yang ada perlu diatasi agar implementasi dapat berjalan dengan optimal. 

Digitalisasi sistem administrasi samsat juga memegang peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan 

akses yang lebih mudah dan pelayanan yang lebih cepat, wajib pajak menjadi lebih 

termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Beberapa studi di Indonesia 

menunjukkan bahwa adopsi e-samsat memberikan pengaruh positif yang signifikan 

terhadap peningkatan kepatuhan pajak Putra (2025). Hal ini menegaskan bahwa 

kemudahan akses dan efisiensi layanan berkontribusi pada kesadaran dan komitmen 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. 

Penerapan digitalisasi juga membantu pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan realisasi pembayaran 

pajak kendaraan. Dengan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses, pemerintah 

dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber 

pendapatan untuk pembangunan daerah. 

Secara keseluruhan, konsep samsat dalam penelitian ini mengacu pada sistem 

administrasi pajak terpadu yang telah mengalami transformasi melalui digitalisasi. 

Penelitian ini akan fokus pada bagaimana implementasi digitalisasi administrasi 

perpajakan melalui e-samsat di samsat Teluk Kuantan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan 

menerapkan dan mengadaptasi inovasi teknologi, diharapkan tujuan pemerintahan 
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untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimisasi pendapatan daerah dapat 

tercapai. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran Implementasi Digitalisasi Administrasi 

Perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk 

Kuantan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026. 

2.3 Hipotesa  

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh kerena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam 

bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

Indikator Analisis Implementasi  

Digitalisasi Administrasi Perpajakan 

 

1. Implementasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Dampak Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

4. Hambatan dan Pendukung Digitalisasi. 

 

Sumber : Pergub Riau No. 11 Tahun 2018 tentang E-Gov. 

 

Terimplemtasi 

Kurang Terimplementasi 

Tidak Terimplementasi  

Analisis Implementasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan 



33 

 

 

 

berdasrkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris melalui 

pengumpulan data. 

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesa yang dibuat 

sebagai berikut : Diduga sementara bahwa digitalisasi administrasi Perpajakan di 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum terimplementasi dengan baik. 

2.4  Definisi Operasional  

2.4.1 Implementasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan 

Digitalisasi memiliki makna yakni rangkaian   peralihan   dari   yang   

sebelumnya menggunakan  media  cetak,  video,  dan  audio menjadi bentuk digital. 

Sedangkan administrasi adalah   suatu   cara   yang   dilakukan   untuk mengorganisir   

sdm   yang  ada   supaya  dapat berjalan  beriringan  serta  bekerja  sama  untuk 

memenuhi serangkaian tujuan yang diharapkan Effendi  dan  Tasrif  (2019).   

2.4.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib 

pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

2.4.3 Dampak Digitalisasi Terhadap Kepatuhan 

Digitalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan 

administrasi perpajakan, baik di tingkat nasional maupun global Susilawati dan 

Amalia (2023). 

2.4.4 Hambatan dan Pendukung Digitalisasi 

Menurut Blandina dkk (2020) penyederhanaan proses perpajakan, digitalisasi 

sistem pajak, dan penyediaan informasi yang transparan menjadi langkah penting 
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yang harus diambil oleh pemerintah. Tantangan lainnya adalah menjaga 

keseimbangan antara memberikan insentif pajak dan memastikan pendapatan 

negara tetap stabil. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam untuk 

memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan inovasi dan ekonomi secara keseluruhan. 

2.5 Operasional Variabel 

Tabel II. 1 Operasional Variabel Penelitian tentang Implementasi 

Digitalisasi Administrasi Perpajakan di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam Rangka 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator Ukuran 

1 2 3 4 5 

   

1. Implementasi 

digitalisasi 

perpajakan 

a. Tingkat adopsi 

teknologi digital 

oleh petugas Samsat 
Ordinal 

b. Ketersediaan 

infrastruktur 

pendukung digital 

2. Kepatuhan 

wajib pajak 

a. Tingkat pelaporan 

pajak tepat waktu 

melalui kanal digital 
Ordinal 

b. Tingkat akurasi 

pembayaran pajak 

via sistem digital 

3. Dampak 

digitalisasi  

a. Tingkat 

peningkatan jumlah  
 

Implementasi  Digitalisasi  

Administrasi 

Perpajakan  

 

digitalisasi 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Wajib pajak yang 

menggunakan kanal 

digital setelah 

implementasi 
Ordinal 

 b. Tingkatpengurangan 

waktu proses 

pelaporan dan 

pembayaran pajak 

Ordinal 
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melalui sistem 

digital 

4. Hambatan 

dan 

pendukung 

digitalisasi 

a. Tingkat kesiapan 

sumber daya 

manusia (petugas 

Samsat) dalam 

mengoperasikan 

teknologi digital 
Ordinal 

b. Tingkat dukungan 

infrastruktur 

jaringan internet dan 

kebijakan daerah 

untuk implementasi 

digital 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong 2007 : 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. 

3.2 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dipilih sebagai sumber informasi 

utama dalam penelitian, terutama jenis kualitatif. Mereka berperan sebagai 

pembimbing atau penerjemah unsur budaya, atau sebagai pelaku yang langsung 

terlibat dalam masalah yang diteliti. Informan dipilih karena mereka memiliki 

pengetahuan paling banyak atau pengalaman langsung, sehingga bisa membantu 

peneliti memahami data dengan lebih dalam Sugiyono (2020). 

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III. 1  Tabel informan Penelitian tentang Implementasi Digitalisasi 

Administrasi Perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Teluk Kuantan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

No Unsur Informan 

Jumlah 

Presentase % Informan Key 

Informan 

1 Kepala UPT Samsat   1 1 5% 

2 
Kasi Penagihan dan 

Pembukuan 
1 1 

5% 
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No Unsur Informan 

Jumlah 

Presentase % Informan Key 

Informan 

3 Staf  1 1 5% 

4 Masyarakat Umum 5 5 85% 

Jumlah 8 8 100 

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2026. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive 

sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau 

tujuan tertentu yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut 

memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan Sugiyono 

(2020). 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 82) data primer adalah data yang diperolah 

atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

yang memerlukannya. 

3.3.1 Data Sekunder 

Menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 82) data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada, yang di dapat diperoleh dari perpustakaan seperti buku, majalah, jurnal, 

atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini.data sekunder juga disebut data 

tersedia. 

3.4 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu 

dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah 
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implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Teluk Kuantan beralamat di Jalan Proklamasi Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi Nomor - Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi Kode Pos 29566. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1 Wawancara  

Menurut Ahmad (2014 : 119) wawancara merupakan bentuk komunikasi 

antara penilitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan 

pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan Wawancara dapat 

dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat 

resmi dan di tempat umum atau tidak resmi. 

3.6.2 Observasi 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2009 : 45) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun darı berbagai 

proses biologis dan psikologis. 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2007 : 240) menyatakan bahwa dokumentası merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar. 
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3.6.4 Triangulasi 

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data dengan memanfaatkan beragam sumber, metode pengumpulan, atau 

pendekatan teoretis. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan memiliki akurasi dan dapat diandalkan. Menurut Norman K. Denzin 

(dalam Rahardjo, 2010), triangulasi didefinisikan sebagai kombinasi dari berbagai 

metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena terkait dari berbagai sudut 

pandang. Dengan demikian, triangulasi berfungsi untuk membandingkan informasi 

yang diperoleh dari berbagai sumber atau pendekatan untuk meningkatkan validitas 

hasil penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014 : 91) kegiatan analisis 

terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. 

3.7.1 Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2016 : 247) mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan padahal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang dikumpulkan awalnya masih berupa catatan 

mengenai angka-angka dan simbol-simbol yang belum beraturan, dan sukar untuk 

dipahami. Melalui mereduksi data maka peneliti merangkum, mengambil data yang 

pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan aspek-aspek pada masing-

masing komponen yang diteliti. 
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3.7.2 Penyajian Data 

Menurut Sugiyono (2016 : 252) setelah data direduksi, maka selanjutnya 

adala menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan 

Sugiyono (2015 : 375) mengemukakan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif dan 

hubungan struktural (hubungan jalur, ada variabel intervening satu atau lebih 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan melihat hasil 

reduksi data dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak 

dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya 

sehingga memperoleh penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari setiap 

permasalahan. 

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III. 2  Jadwal Penelitian tentang tentang Implementasi Digitalisasi 

Administrasi Perpajakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Teluk Kuantan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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No 
Jenis Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026 

Kegiatan Nov Des Jan Feb Maret April 

1. 

Persiapan dan 

Penyusunan 

Proposal 

x x x                                       

    

2. 
Seminar 

Proposal 
      x                                     

    

3. 
Perbaikan 

Proposal 
        x x x                               

    

4. 
Penelitian di 

Lapangan 
              x x x x                       

    

5. 

Pengelolaan 

dan Analisis 

Data 

                      x x x                 

    

6. 

Konsultasi 

Bimbingan 

Skripsi 

                            x x x           

    

7. Ujian Skripsi                                   x             

8. 

Revisi dan 

Pengesahan 

Skripsi 

                                    x x x   

    

9. 

Penggandaan 

Serta 

Penyerahan 

Skripsi 

                                          x x x 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi digitalisasi 

administrasi perpajakan di SAMSAT Teluk Kuantan dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak telah berjalan baik. Digitalisasi berhasil memberikan 

layanan yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih terintegrasi, yang berdampak 

langsung pada meningkatnya ketepatan waktu dan akurasi pembayaran. Namun, 

agar dampaknya semakin maksimal dan konsisten, peningkatan kualitas kestabilan 

jaringan serta optimalisasi performa sistem pada jam-jam layanan tetap menjadi 

aspek yang perlu diperkuat. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan pendampingan 

berkepanjangan juga diperlukan agar wajib pajak yang belum terbiasa dapat 

memanfaatkan kanal digital secara optimal. 

6.2 Saran   

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka adapun saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

6.2.1 Peningkatan Stabilitas Jaringan Dan Sistem 

Diharapkan dilakukan pembaruan serta optimalisasi jaringan, sekaligus 

peningkatan performa sistem agar layanan digital tidak lambat dan tidak 

mengalami gangguan selama proses layanan. 

6.2.2 Penguatan Kapasitas Dan Pelatihan Petugas 

Diharapkan petugas diberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan 

pemahaman penggunaan fitur layanan digital, kemampuan pemecahan 
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masalah teknis, serta keterampilan operasional dalam mendukung layanan 

perpajakan. 

6.2.3 Penyempurnaan Alur Layanan Digital 

Diharapkan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP maupun alur proses 

pendaftaran, pembayaran, dan verifikasi agar layanan berjalan lebih cepat, 

lebih konsisten, serta meminimalkan kesalahan administrasi. 

6.2.4 Optimalisasi Layanan Alternatif Saat Gangguan 

Diharapkan disusun dan disiapkan layanan alternatif secara lebih terstruktur, 

misalnya melalui panduan operasional dan penyiapan ketersediaan SDM, 

sehingga layanan tetap dapat berjalan dengan baik saat terjadi kendala teknis. 

6.2.5 Peningkatan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak 

Diharapkan dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas mengenai 

penggunaan layanan online serta informasi terkait kewajiban dan kepatuhan 

pajak agar wajib pajak semakin disiplin serta tidak menunda pembayaran atau 

pelaporan. 
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Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepada : Unsur Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

A.  Identitas Peneliti 

Nama : Zikri Syahruzi 

NPM : 220411096 

Program Studi : Administrasi Negara 

Fakultas : Ilmu Sosial 

Universitas : Islam Kuantan 

Singingi Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata 

Satu) 

B. Identitas Responden 

No : 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Tingkat Pendidikan : 

Usia : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

C.  Petunjuk Wawancara 

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan 

skripsi dan tidak merugikan siapapun. 

2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah 

titik-titik pada ruang yang telah disediakan. 

3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya. 

4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih. 
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D. Pertanyaan Wawancara untuk Unsur Petugas Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

A. Implementasi entasi Digitalisasi Perpajakan di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1. Apakah pegawai di SAMSAT Teluk Kuantan dalam memberikan 

pelayanan telah mengadopsi/menerapkan teknologi berbasis digital? 

Jika sudah sebutkan aplikasi pelayanan berabasis digital tersebut? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Apakah dalam penerapan teknologi berbasis digital, infrastruktur di 

SAMSAT Teluk Kuantan telah mendukung? Seperti jaringan, 

komputer dan lainnya? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

B. Kepatuhan Wajib Pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

1. Bagaimana bentuk kepatuhan wajib pajak yang paling terlihat di 

SAMSAT Teluk Kuantan, dengan adanya penggunaan aplikasi 

berbasis digital. Misalnya ketepatan waktu 

pembayaran/perpanjangan serta kelengkapan dokumen yang 

diserahkan? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Bagaimana tingkat keakuratan data yang diberikan wajib pajak 

(misalnya data kendaraan atau identitas), dengan adanya penggunaan 

aplikasi berbasis digital. Apakah masih sering terjadi kesalahan yang 
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membuat wajib pajak harus memperbaiki berkas? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. Dalam pengalaman pelayanan berbasis digital, apa indikator yang 

menunjukkan wajib pajak sudah patuh, dan apa juga indikator yang 

menunjukkan wajib pajak kurang patuh (misalnya sering terlambat 

atau ada tunggakan)? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

C. Dampak Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1. Apakah pelayanan berbasis digitalisasi yang diterapkan, menambah 

jumlah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Setelah pelayanan berbasis digitalisasi diterapkan, apakah terjadi 

peningkatan kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Teluk Kuantan, 

khususnya dalam hal ketepatan waktu dan berkurangnya 

keterlambatan pembayaran/perpanjangan? 

3. Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

4. Bagaimana digitalisasi memengaruhi cara wajib pajak 

memahami kewajiban pajaknya (misalnya informasi tagihan, 

status proses, atau panduan), sehingga membantu wajib pajak lebih 

disiplin dan tertib? Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 
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................................................................................................................ 

 

5.  Apakah digitalisasi juga berdampak pada pengurangan tunggakan 

atau kesalahan administrasi (data/dokumen), dan bisa Bapak/Ibu 

jelaskan perubahan apa yang paling terasa setelah sistem digital 

digunakan? Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

D. Hambatan dan Pendukung Digitalisasi di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1. Bagaimakah tingkat kesiapan petugas SAMSAT Teluk dalam 

pelaksanaan pengoperasian pelayanan berbasis digitalisasi? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Bagaimakah tingkat kesiapan regulasi pada SAMSAT Teluk dalam 

pelaksanaan pengoperasian pelayanan berbasis digitalisasi, apakah 

telah mendukung dan telah sesuai aturan yang ada? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. Apa hambatan yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan 

digitalisasi perpajakan di SAMSAT Taluk Kuantan, seperti jaringan 

internet, perangkat, atau kendala sistem yang membuat proses 

layanan terganggu? Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

4. Apa pendukung utama yang membantu keberhasilan digitalisasi 

(misalnya kesiapan SDM pegawai, fasilitas/perangkat, serta 

sosialisasi kepada wajib pajak), dan bagaimana dampaknya terhadap 
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kelancaran layanan? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

5. Jika terjadi kendala di lapangan (misalnya sistem bermasalah atau 

wajib pajak belum paham), langkah apa yang dilakukan pegawai agar 

pelayanan tetap berjalan dan wajib pajak tetap bisa menyelesaikan 

administrasinya dengan baik? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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Tingkat Pendidikan : 

Usia : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

 

C. Petunjuk Wawancara 

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan 

skripsi dan tidak merugikan siapapun. 

2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah 

titik-titik pada ruang yang telah disediakan. 

3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya. 
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D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Masyarakat Umum yang Patuh 

Wajib Pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk 

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

A. Implementasi Digitalisasi Perpajakan di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1. Saat Bapak/Ibu melakukan pengurusan atau pembayaran pajak di 

SAMSAT Taluk Kuantan, layanan apa saja yang sudah Bapak/Ibu 

gunakan berbasis digital (misalnya pengecekan data, pembayaran, 

atau pengurusan perpanjangan), dan bagaimana alurnya dari awal 

sampai selesai? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Sejauh mana Bapak/Ibu merasakan digitalisasi ini membantu saat 

proses administrasi (misalnya lebih mudah mengetahui persyaratan, 

informasi tagihan, status proses, atau panduan langkah-

langkahnya)? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. Bila dibandingkan dengan sebelum adanya layanan digital, apa 

perbedaan paling terasa dari segi kemudahan penggunaan dan 

kejelasan prosedur pengurusan pajak di SAMSAT Taluk Kuantan? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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B. Kepatuhan Wajib Pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 

1. Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap patuh membayar dan mengurus 

pajak tepat waktu (misalnya agar tidak ada denda/tunggakan, karena 

sudah paham kewajiban, atau karena merasa prosesnya mudah)? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan dokumen dan data yang 

disiapkan sudah lengkap dan benar sebelum melakukan pengurusan 

di SAMSAT (misalnya mengecek kelengkapan berkas, menyiapkan 

identitas kendaraan, atau memastikan data sesuai)? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. Dalam pengalaman Bapak/Ibu, apa indikator yang menunjukkan 

Bapak/Ibu termasuk wajib pajak yang patuh—misalnya tidak pernah 

terlambat, tidak pernah menunda, dan proses berjalan tanpa banyak 

koreksi? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

C. Dampak Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1. Apakah digitalisasi membuat Bapak/Ibu semakin disiplin untuk 

membayar dan mengurus pajak, misalnya karena informasi lebih 

jelas, proses lebih cepat, atau ada kemudahan saat pengecekan 

kebutuhan? 

Berikan Ulasan 
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................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Seberapa besar digitalisasi membantu Bapak/Ibu menghindari 

keterlambatan atau kesalahan administrasi (misalnya data lebih 

mudah dicek, prosedur lebih tertata, atau tidak terlalu bingung saat 

mengurus)? Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

3. Apakah setelah digitalisasi diterapkan, Bapak/Ibu merasa lebih 

termotivasi untuk patuh dan mengurangi penundaan pengurusan 

pajak? Jika iya, apa alasannya dan perubahan yang paling terasa? 

Berikan Ulasan 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

D. Hambatan dan Pendukung Digitalisasi di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala saat menggunakan 

layanan digital di SAMSAT (misalnya jaringan, perangkat, sistem 

yang lambat, atau kendala saat menggunakan langkah-langkah)? 

Berikan Ulasan 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Apa yang menjadi pendukung utama sehingga Bapak/Ibu bisa tetap 

menggunakan layanan digital dengan lancar (misalnya petugas 

yang membantu, sosialisasi, kemudahan langkah, atau fasilitas yang 

tersedia)? Berikan Ulasan 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................
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3. Kalau Bapak/Ibu menemui kesulitan, bantuan seperti apa yang 

paling membantu (misalnya penjelasan petugas, panduan dari 

sistem, atau arahan proses), sehingga Bapak/Ibu tetap bisa 

menyelesaikan pengurusan dengan baik? 

Berikan Ulasan 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

Lampiran 2 SK Skripsi 

 

 



96 

 

 

 

Lampiran 3 Surat Riset 

 

 

 

 



97 

 

 

 

Lampiran 4 Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu 
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Lampiran 8 Catatan Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 9 Lembar Persetujuan Revisi Proposal 
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Lampiran 10 Lembar Persetujuan Revisi Skripsi 

 



106 

 

 

 

Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Digitalisasi 

Administrasi Perpajakan Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk 

Kuantan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Gambar I : Wawancara dengan informan Kepala UPT Samsat Bapak 

Mailiriandi S, S. STP., M.Si. 

 

Gambar II : Wawancara dengan informan Pembantu Bendahara dan 

Penerimaan Ibu Eri Dawat, Amd. 
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Gambar III : Wawancara dengan informan Staf (Polri) atas nama Ibu Suci 

Aprinanda, S.H. 

 

Gambar IV : Wawancara dengan informan Masyarakat wajib pajak (online) 

atas nama Asbento. 
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Gambar V : Wawancara dengan informan Masyarakat wajib pajak (online) 

atas nama Yenni Aprinita, S.Pd. 

 

Gambar VI : Wawancara dengan informan Masyarakat wajib pajak (online) 

Gustio Alhadi, S.P. 
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Gambar VII : Wawancara dengan informan Masyarakat wajib pajak (online) 

atas nama Syaiful Dasir, S.H. 

 

Gambar VIII : Wawancara dengan informan Masyarakat wajib pajak (online) 

atas nama Mukhida. 
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